DEWAN, PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN :
nenetapkan peraturan-daerah sebagai berikuts o | . A

PE} > TURAN-DALRAH Kabupaten Kebumen tentang Badan Kredit Desa dalanm Kabupateu u;f;A
bumen s o .

i t ' " ) : > yind %
K - o N Pasal 1. | . ‘

(1) Pendirian\dan'pembubarén Badan-badan Kredit Desa dilékukan dehgan keputusan

desa yang diambil menurut ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 6 .ayatj‘k

(2) dan (3) Inlandsche Gemeente—-ordonnantie. ' P

(2) Keputusan desa itu memerlukan persetujuan deri Dewan.Pémerintah;Daenah;Kabuiif

paten setelah mendengar pertimbangan dari Pengawas Badan Kredit Desa setem=-
pate. : '

(3) Pengawas Badan(Kredit%Desa,setempat berhak menghenﬁikan_usaha sesuatu Badan é
Kredit Desa untuk selama-lamanya satu bulan; Dewan Pemerintah Daerah Kabupa. ..

ten memutuskan apakah penghentian usaha ini akan diperpanjang atau tidak,se
" telah mendengar pertinbangan jari Pengawas Badan Kredit Desa.setempate '
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Pasal Ce {

Badan Kredit Desa dikuasai dan diurus serta uangnya dan lain lain barang-barang 1
disediakan oleh sebuah Komisi yang ditunjuk oleh Desa' yang bersangkutan * dengan
mgngingat'ketentuan«ketentuan dalam peraturan-daerah ini, Undqﬁ@}undang - dalanm
Stbl. 1929 Nr.357, Inlandsche GCemeente=ordonnantie dat. ketentuan-ketentuan hu=
kum lainnyae ‘ ' ‘ ' ‘

~ Pasal 3;

Dewan Pemerintah Daerah berhak memcat anggauta-ahggaUta Komisi karena melaléi =
" kan kewajiban atau tidalk cakap atas usul Pengawas Badan Kredit Desa, dalan hal-
mana desa yang bersangkutan mene tapkan penjabat-penjabat baru.

’ Pasal L «

Uang pengganti jerih " payah untulk polerjaan Komisi ditetapkan bagli tiap-tiap Ba
&aﬁ‘Kré¢it>Désa, dalam betas-batas termaksud dalam pasalv6Adari.Undang—undang [
dalam Stbly 1929 noe 357 oleh Dewan Pemerintah: Daerak Kabupaten setelah mende =
ngar pertimbangan dari Pengewas Badan Kredit Desa sctempate ) ’

Pasal.5.

Mengenail hal-hal terscbut dibawah ini Komisi harus mcndapat persetujuan tertu -
1is dari Pengawas Badan Kredit Desa setempats: . :
1l.Pcnetapan jumlah sctinggi-tingginya yang dapt Jipinjamkan kepada scscorangs;
2.Pencéapan dusar bungan dan sarat-sarat pehgangsuran pinjaman;

%.Penghapusan tagikan~tagihan; ’ : > ;

Lo Pemberian ijin kepada peminjam untuk mengangsur pinjaman padi dengan uanges
5.Pembelian padi, pembelian dan penjualan serta perbaikan barang-barang  yang
bergerak dan perbaikan bangunan-bangunale \ ‘

6.Penjualan padi dengan kredit.

Pasal 6.

(1), Padi yang tidak dibutuhkan untuk dipinjamkan oleh KomiSi luihung yang ber=
sangkutan tiap-tiap tahun harus dipcrgunakan untuk pengembalian dari simpan
an padi dan selanjutnya dijualyya; . :

(2) Untuk menctapkan waktu serta panyaknya dan harganya padi sercndah-rendahnya
- yang dljual harus mendapat persetujuan dari Dewan Pemerintah Daecrah Kabupa-
ten Kecbumen 2atau pegawal yang ditunjuk ol:hnya, persetujuan mana harus di-
buktikan dengan mempergunakan sebuah contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pcme
rintah Daerah Kabupaten Kebumen sctelah dirundingkan- dcngan Pengawas Badan
Kredit Desa setempate . : :
Pasal 7e }‘ :
Atas keputusan-kcputusan yang diambil oleh peg: 7ai tergebiut dalam pasal 5 dan 6
' peraturar ini, Komisi dalam vaktu ‘satu bulan depat minta banding kepada Dewan
Pemerintah Daerah Kabupaten yang mengambll keputusad dalam-tingkat tertinggi,se
telah mendengar Komisi dan pegawai yang bersangkutene S : :

AT - Pasal ’ ‘ 8.0

(1) Penyusutan padi (padi-spiilage) dari sesuatu “umbung dalam sesuatu tahun ti
dak bolch lebih dari 5 % dari jumlab tcrbesar rang terdapat dalam lumbung i
t»n gelama tahun yang berjalan itua ' - : 5 '

(2) Komisi bertangpung jawab atas penyusuten yang 1ebih besar kecuali jika  De-
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wan Pemerintah Dacrah Kabupaten, sctclah mendengar Pcengawas Badan Kredit.q:-i
sa sctempat menganggap bahwa hal itu karcna darurat (overmacht) yang da FEmhs
dibuktikan, . (=

Pasal 9.

(1) Peraturan~-dacrah ini mulai berlaku pada hari pertama scsudah hari pengunda-
ngannya dalam Lembaran Propinsi Jawa~-Tengah.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-dacrah ini tidak berlaku lagi "Regle~
‘ment op de Inlandsche Gemcente Credictinstellingen in het Regentschap Kecboc
men' tanggal 17 Oktober 1931,diundangkan dalam Provimciaal Blad tanggal 11 .
Descmber 1931 (Bijvoegsel Scric C nr 12), scbagaimana telah diubah dengan
verordenigg tanggal 15 Nopciber 1934, diundangkan dalam Provinciaal Blad
tanggal 29 Desember 1934 (Bijvocgsel Serie C nr. 13). ' ‘

Kcbuien, 17 Maret 1955

Kepala Dacrah Kabupaten Kebumen Dewan Perwalrilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Kebumen
Kctua
R.M, SLAMET PRODJORAHARDJO,. J .« SOECBAGIONO.
ey

Peraturan Dacrah ini disahkan dengan keputusan DPD Propinsi Jawa-Tengah
tanggal 22-9-1955 No.U.131/5/13.

- Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober
1955 (Tambahen Seri C nre 46)e







